PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI ASING JOKO WIDODO  TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - TIONGKOK by LANTI, OHAMAD RIVALDI
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI ASING JOKO WIDODO 
TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - TIONGKOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
MOHAMAD RIVALDI LANTI 
E 131 12 273 
 
Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
 
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
 ABSTRAKSI 
 
Mohamad Rivaldi Lanti, Pengaruh Implementasi Kebijakan Investasi Asing Joko 
Widodo terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok, dibawah bimbingan 
Mappa Nasrun selaku pembimbing I dan Pusparida Syahdan selaku pembimbing II, 
Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan investasi 
asing yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo terhadap hubungan bilateral 
Indonesia dengan Tiongkok. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka metode 
penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif analitis dengan menggunakan 
data yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam menganalisis data tersebut, penulis 
menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian didukung oleh data-data 
kuantitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh implementasi kebijakan investasi 
asing yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo ternyata cukup berpengaruh 
terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok. Hal itu dibuktikan oleh 
serangkaian kebijakan yang dikeluarkan tersebut, ada beberapa kebijakan yang secara 
eksplisit menunjukkan pembukaan diri dari pihak Indonesia terhadap investasi asing 
serta hadirnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi besar di kawasan Asia membuat 
kebijakan ini dapat dimanfaatkan Tiongkok untuk memperluas sektor investasinya ke 
Asia Tenggara, salah satunya seperti ke Indonesia. Hal itu kemudian semakin 
mempererat hubungan bilateral diantara Indonesia dan Tiongkok itu sendiri. 
 
Kata Kunci: Indonesia, Tiongkok, Investasi Asing, Hubungan Bilateral 
  
ABSTRACT 
 
Mohamad Rivaldi Lanti. The Implementation Effect of Joko Widodo’s Foreign Direct 
Investment Policy towards Bilateral Relations between Indonesia and China, Under 
the guidance of Mappa Nasrun as the first advisor and Pusparida Syahdan as the 
second advisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political 
Sciences, Hasanuddin University. 
 
This research aims to know how does the effect of the implementation of Joko 
Widodo’s foreign direct investment policy towards bilateral relations between 
Indonesia and China. The method of this research is analytical descriptive. The 
technique of data collection that used in this research is library research. To analyze 
the data, the author used qualitative analysis technique with supported of some 
quantitative data. 
 
The result of this research showing that the implementation of Joko Widodo’s foreign 
direct investment policy has several effects towards the bilateral relations between 
Indonesia and China. It was proven by some policies which has been released by the 
government showing that Indonesia was very welcome to any investors or states that 
wanted to do investment activity in Indonesia. China as the one of the biggest 
economy in Asia seeing this opportunity as their way to expand their investment 
sector in Southeast Asia. Those things make the bilateral relations between Indonesia 
and China will be raised up and then strengthen the cooperation between these two 
countries. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Berakhirnya perang dunia ke II pada tahun 1940-an tentunya memberikan 
dampak yang sangat besar terhadap kondisi negara yang ada di dunia ini baik negara 
yang terlibat secara langsung maupun tidak. Bagi negara-negara yang terlibat secara 
langsung terjadi sebuah kehancuran yang relatif cukup besar dalam segi infrastruktur 
yang telah dibangunnya dan yang tidak terlibat secara langsung telah memberikan 
dampak yaitu pemanfaatan situasi tersebut untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari 
negara penjajah mereka. Sebagian besar negara-negara yang menyatakan 
kemerdekaan di masa tersebut adalah negara-negara yang secara geografis berada di 
kawasan Asia dan Afrika. Sebagai negara yang berstatus sebagai negara baru 
merdeka tentunya negara-negara tersebut memerlukan sebuah perencanaan besar 
dalam hal pembangunannya dan pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri 
mengingat bahwa belum memadainya negara-negara baru ini dalam hal teknologi dan 
hal-hal yang memiliki faktor besar dalam hal pembangunan lainnya. 
Indonesia sebagai salah satu negara yang juga turut memanfaatkan momentum 
perang dunia ke II untuk memproklamirkan kemerdekaannya juga mengalami hal 
yang sama. Ketika di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia yang saat itu dipimpin 
oleh Presiden Soekarno cenderung masih berada pada tahap untuk menentukan 
platform negara dan masih terfokus pada isu-isu yang bersifat high politics seperti 
mencari dukungan dari negara lain untuk mengakui statusnya sebagai sebuah negara 
yang berdaulat. Isu-isu politik dan kekuasaan masih sangat berpengaruh besar pada 
masa itu hingga pada tahun 1965 terjadi sebuah pembantaian terhadap 6 Jenderal 
senior TNI (Tentara Nasional Indonesia) oleh anggota PKI (Partai Komunis 
Indonesia), panglima TNI saat itu Jenderal Soeharto langsung memerintahkan untuk 
menangkap seluruh anggota PKI tersebut, hingga pada tahun 1967 Soeharto menjadi 
pejabat presiden dan secara resmi menjabat pada tahun 1968 yang kemudian terpilih 
kembali oleh parlemen pada tahun 1973,1978,1983,1988,1993 dan 1998.
1
 
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto inilah Indonesia dikenal sebagai 
sebuah negara yang memiliki prospek yang sangat besar di Asia dengan konsep 
pembangunan yang sudah tertata rapi. Sektor minyak dan gas menjadi sebuah sektor 
yang sangat diandalkan oleh pemerintah saat itu yang dimana berada pada kisaran 
82% dari total ekspor Indonesia.
2
 Dalam masa pemerintahan Soeharto pula, dikenal 
sebuah konsep pembangunan yang dinamakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima 
Tahun) yang dimana setiap lima tahunnya Indonesia memiliki prioritas masing-
masing dalam hal pembangunannya.
3
 
Pada Repelita IV yaitu yang terjadi pada tahun 1984-1989, yang dibarengi 
dengan jatuhnya harga minyak dunia. Pemerintahan saat itu memutuskan untuk 
                                                             
1
 Mira Christanto, 2006,  Indonesia’s Foreign Direct Investment and Economic Development, Illinois, 
Northwestern University, hal. 7. 
2 Ibid, hal. 8 
3 Ibid, hal. 8 
meningkatkan tujuannya untuk memprioritaskan investasi asing dan swasta. Hal ini 
kemudian mendorong pada meningkatnya angka investasi terutama dalam hal 
penyediaan jasa transportasi yang memang menjadi salah satu prioritas pembangunan 
pada masa Repelita IV tersebut. Hal itu kemudian berdampak sangat positif yang 
dimana ditunjukkan oleh angka pertumbuhan sekitar 9,5% dalam hal transportasi dan 
industri.
4
 
Pada tahun 1997, krisis besar menerpa negara-negara yang berada di kawasan 
Asia, hal itu diakibatkan oleh turunnya harga komoditas ekspor seperti minyak dan 
gas. Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat bergantung pada hasil ekspor 
dari komoditas tersebut tentunya mendapat dampak yang cukup besar. Pada masa itu 
bersama dua negara lainnya yaitu Thailand dan Korea Selatan mengalami defisit 
dalam neraca perdagangannya yang memaksa ketiga negara ini mengambil tindakan 
untuk melakukan pinjaman luar negeri demi menjaga nilai tukar yang tetap.
5
 Hingga 
ketika Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan 
untuk menghindari inflasi di negaranya, akhirnya membuat komoditi ekspor utama 
dari Asia mengalami penurunan nilai dan berdampak pada hutang yang dipinjam 
dalam nilai dollar mengalami peningkatan nilai karena kebijakan Amerika Serikat 
tadi dan Rupiah mengalami krisis yang ditunjukkan oleh anjloknya nilai Rupiah dari 
angka kisaran Rp. 2.000/USD merosot drastis hingga Rp. 16.000/USD.
6
 
                                                             
4 Ibid, hal. 9 
5 Ibid, hal. 10 
6 Ibnu Putra dan Hamidi,  Arah Pembangunan Indonesia dan Capaian Pelaksanaan RPJMN 2004-
2009, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses dari 
Pada tahun 1998, Soeharto kemudian harus menyerahkan jabatannya 
dikarenakan oleh desakan mahasiswa yang saat itu menduduki gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan agenda memaksa Soeharto 
untuk turun dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Wakil presiden saat 
itu B.J. Habibie kemudian menggantikan Soeharto untuk menjabat sebagai presiden 
Republik Indonesia. Mulai saat itu Indonesia sering melakukan beberapa pergantian 
presiden sehingga membuat kondisi pasca krisis 1997 tak kunjung membaik. Habibie, 
Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri secara berturut-turut menjabat 
sebagai Presiden Republik Indonesia, sebelum akhirnya pada tahun 2004 kursi 
Presiden ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mana merupakan presiden 
pertama yang terpilih secara langsung. 
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering 
disingkat SBY ini membuat sebuah konsep pembangunan yang salah satu agenda di 
dalamnya adalah untuk memprioritaskan membentuk iklim investasi yang baik di 
dalam negeri agar menarik investor asing untuk menanamkan modalnya.
7
 Dari situ 
dapat dilihat bahwa setelah masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, agenda 
pembangunan yang melibatkan investasi asing mulai kembali digalakkan. Sebenarnya 
pada tiga presiden sebelumnya investasi asing juga menjadi salah satu tumpukan 
dalam pembangunan nasional akan tetapi tidak terlalu menjadi fokus utama karena 
                                                                                                                                                                             
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3560, pada tanggal 7 Maret 
2016. 
7 Ibnu Putra, Hamidi dan Prima, Strategi Menuju Indonesia yang Lebih Baik” Kementerian Sekretariat 
Negara Republik Indonesia, diakses dari 
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3560, pada tanggal 7 Maret 
2016. 
pasca berakhirnya masa orde baru, ketiga presiden terfokus pada masalah reformasi 
dan isu-isu sosial yang dianggap lebih penting. Hal lain yang mendukung kenyataan 
tersebut adalah turunnya  nilai PMA, yang dimana pada tahun 1997 nilainya sebesar 
USD 33,7 milyar dengan 778 unit proyek, pada tahun 2003 turun menjadi USD 14 
milyar dengan jumlah proyek 1.170 unit dan sampai dengan November 2004, nilai 
PMA tercatat sebesar USD 9,6 milyar dengan 1.066 unit proyek.
8
 
Pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing atau 
PMA didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di 
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik 
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan 
penanam modal dalam negeri.
9
 
Keseriusan pemerintahan SBY dalam rangka memperbaiki iklim investasi 
untuk menarik investor asing ini dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional) 2004-2009. Dalam dokumen tersebut terdapat salah satu 
poin yaitu pada bab 17 tentang peningkatan investasi dan ekspor non migas. Dalam 
dokumen tersebut tertuang tentang rencana pemerintah untuk menciptakan iklim 
investasi yang menarik bagi para investor asing, pemberian jaminan kepastian 
berusaha dan keamanan investasi, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, 
                                                             
8 Mudrajad Kuncoro, Menanti Reformasi Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia, Fakultas Ekonomi 
Universitas Gadjah Mada, diakses dari 
http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Capitalism&Market/publications_menanti-iklim-investasi-
bisnis.pdf, pada tanggal 7 Maret 2016. 
9 UU no. 25 tahun 2007, diakses dari www.esdm.go.id/batubara/doc_download/3-undang-undang-
nomor-25-tahun-2007.html pada tanggal 7 Maret 2016. 
sarana dan prasarana yang menunjang, serta peraturan yang konsisten.
10
 Hal itu 
kemudian tampak memberikan hasil yang cukup baik bagi iklim investasi di 
Indonesia yang terbukti dengan diberikannya peringkat investment grade (BBB) oleh 
Japan Credit Rating (JCR) Agency pada Juli 2010, kemudian disusul oleh Fitch pada 
Desember 2011, Moodys pada Januari 2012 dan Rating and Investment Information 
(R&I) pada Oktober 2012.
11
 
Pada tahun 2014, pemilu presiden kembali diadakan dan dimenangkan oleh 
Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden Republik Indonesia ke tujuh. Dalam 
masa pemerintahan presiden Jokowi ini, pembangunan sarana transportasi baik itu 
transportasi darat maupun laut menjadi prioritas utama di masa awal-awal 
pemerintahannya. Hal itu terbukti dengan digalakkannya konsep tol laut dan 
pembangunan jalur kereta di pulau Sulawesi dan penambahan jalur di pulau Sumatera 
serta pengadaan kereta cepat antara Bandung dan Jakarta. Dalam masalah pengadaan 
kereta cepat ini, ada satu hal yang kemudian menjadi sorotan yaitu dimenangkannya 
China sebagai investor yang melaksanakan proyek tersebut ketimbang Jepang yang 
dimana sudah sangat lama menjadi partner Indonesia dalam hal pembangunan 
                                                             
10 Dokumen RPJMN 2004-2009 bagian IV.24-6 tentang Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro, 
diakses melalui www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJMN_2004-2009.pdf. pada tanggal 7 
Maret 2016. 
11 Ringkasan Eksekutif, Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014), 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal. 12, diakses melalui 
http://www.bappenas.go.id/files/1.%20RINGKASAN%20EKSEKUTIF.pdf, pada tanggal 7 Maret 
2016. 
infrastruktur semacam itu. Hal itu membuat pihak Jepang kecewa, seperti apa yang 
dinyatakan oleh pihak Jepang melalui perdana  menterinya Shinzo Abe.
12
 
Dengan sebuah ambisi besar untuk melakukan pembangunan besar-besaran 
yang merata terutama dalam bidang transportasi di semua lini, Indonesia kembali 
dihadapkan pada sebuah masalah yaitu penurunan nilai tukar Rupiah yang semakin 
hari semakin memburuk karena penguatan Dollar Amerika. Hal itu kemudian 
memaksa pemerintah untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk 
merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri demi mengatasi perlambatan 
ekonomi dan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi 
nasional.
13
 Dalam hal investasi, pada paket kebijakan tersebut diatur tentang 
kemudahan yang diberikan seperti pemberian layanan cepat dalam bentuk pemberian 
pemberian izin investasi dalam kurun waktu tiga jam di kawasan industri melalui 
peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan peraturan 
pemerintah mengenai kawasan industri serta peraturan Menteri Keuangan.
14
 Banyak 
hal yang kemudian diatur oleh pemerintah yang sampai hari ini tercatat sudah 
mengeluarkan sepuluh paket kebijakan. 
Dalam perkembangan terbarunya, pemerintah baru saja mengeluarkan sebuah 
kebijakan untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dimana, pada 
                                                             
12
 Abe expresses disappointment over high-speed rail to Jokowi, diakses melalui 
http://www.todayonline.com/world/asia/abe-expresses-disappointment-over-high-speed-rail-jokowi, 
pada tanggal 8 Maret 2016 
13 Ahmad Asep Saefuloh, “Paket Kebijakan Ekonomi dan Agenda Lanjutan”, Info Singkat Ekonomi 
dan Kebijakan Publik, Vol. VII, No. 20/II/P3DI/Ocktober/2015. 
14 Ibid, hal. 14. 
kebijakan baru tersebut pemerintah membuka sektor-sektor yang sebelumnya sengaja 
diproteksi untuk melindungi sektor industri dalam negeri. Dalam peraturan tentang 
DNI tersebut, pemerintah membuka sektor-sektor industri tertentu kepada investor 
dari luar negeri dengan tujuan bahwa sektor-sektor tersebut dapat lebih berkembang 
dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi nasional secara positif. 
Berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka sangatlah penting untuk diadakan 
sebuah penelitian untuk melihat seperti apa kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh 
presiden Joko Widodo dalam hal pengaturan investasi asing di Indonesia. Melalui 
penelitian ini pula, nantinya akan menguraikan dengan jelas seluruh kebijakan yang 
terkait investasi asing tersebut sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami 
tentang pentingnya investasi asing dalam hal pembangunan suatu negara dan 
pengaruhnya terhadap hubungan antara satu negara dengan negara lain. 
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang di atas, yang menjadi fokus dari penulis 
adalah tentang kebijakan pemerintah terkait dengan investasi asing. Oleh karena itu, 
dalam pembahasan nantinya, penulis tertarik untuk mengangkat masalah seperti apa 
yang akan dijabarkan di bawah ini. Adapun dalam penelitiannya, penulis akan 
membatasi masalah tersebut dengan hanya meneliti tentang kebijakan-kebijakan 
terkait investasi asing pada masa pemerintahan Joko Widodo dari awal jabatan beliau 
sebagai presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 2014 sampai dengan paket 
kebijakan ekonomi jilid X (sepuluh) yang dimana di dalamnya tercantum kebijakan 
tentang revisi daftar negatif investasi  atau yang biasa disingkat DNI.  
Masalah yang akan diangkat dalam penelitian dan kemudian dibahas dalam 
pembahasan nantinya adalah seperti yang akan dijabarkan dalam rumusan masalah 
berikut: 
1. Bagaimana strategi maupun kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan 
indeks investasi Indonesia? 
2. Apa saja kebijakan investasi Pemerintah yang berkaitan dengan masuknya 
investasi Tiongkok ke Indonesia? 
3. Bagaimana kebijakan tersebut dapat berpengaruh atau berdampak 
terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Dengan melihat pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menjelaskan tentang strategi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia dalam hal meningkatkan jumlah investasi 
yang masuk secara khusus dan secara umum untuk memperbaiki indeks 
kemudahan berinvestasi ke Indonesia. 
2. Mengetahui kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang 
berkaitan dengan masuknya investasi Tiongkok ke Indonesia. 
3. Menjelaskan tentang bagaimana kebijakan investasi asing yang 
dikeluarkan oleh pemerintah tersebut berdampak atau berpengaruh 
terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. 
Dengan adanya hasil penelitian nantinya, maka penelitian ini diharapkan 
untuk: 
1. Menjadi sumber informasi tentang seperti apa kebijakan-kebijakan 
pemerintahan Joko Widodo yang terkait dengan investasi asing dan apa 
alasan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. 
2. Memberikan informasi kepada para pengkaji hubungan internasional 
terutama yang berfokus pada ekonomi politik internasional tentang seperti 
apa proses-proses politik di suatu negara dapat berdampak pada ekonomi 
dari negara itu sendiri serta bagaimana proses tersebut dapat turut 
berpengaruh terhadap hubungan bilateral suatu negara dengan negara lain. 
 
D. Kerangka Konseptual 
Pembangunan internasional merupakan sebuah konsep atau istilah yang mulai 
dikenal di era tahun 1950-1970-an. Pada era 1950-1960-an, banyak negara Dunia 
Ketiga memperoleh kemerdekaan mereka, dan sebagaimana negara yang beru 
merdeka negara-negara tersebut dihadapkan pada persoalan krusial yang 
membutuhkan penanganan segera, yakni kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan 
lahirnya konsep pembangunan inilah, maka muncul kesadaran dari masing-masing 
negara bahwa untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh diperlukan kesadaran 
bersama oleh setiap negara untuk saling membantu dalam hal mencapai kesetaraan 
pembangunan tersebut.
15
 
Dengan adanya konsep kebersamaan dalam pembangunan tersebut, maka 
tanggung jawab pembangunan bergeser dari tataran negara ke dalam sistem 
internasional yang dimana, dibentuk beberapa organisasi yang bertanggung jawab 
dalam hal pembangunan tersebut. Hal ini bisa dikatakan sebagai proses globalisasi 
dalam aspek ekonomi politik internasional. Proses globalisasi tersebut dapat dilihat 
dari semakin pudarnya kedaulatan suatu negara yang ditunjukkan oleh semakin 
berkurangnya pula tanggung jawab negara masing-masing. 
Pergeseran peran negara dalam hal pembangunan ini membuka baru dalam 
konteks ekonomi politik internasional. Hal itu dikarenakan kemiskinan dan 
kesenjangan menjadi bahasan penting sehingga negara harus bisa berperan di 
dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan harus dipahami sebagai proses politik yang 
melibatkan cara-cara baru dimana semua sumber daya baik internal maupun eksternal 
dimobilisasi, diarahkan, dan digunakan dalam cara-cara baru guna mempromosikan 
pertumbuhan dan kesejahteraan, dan kemudian bagaimana tugas-tugas yang 
kompleks ini dilakukan, dikelola dan dikoordinasikan.
16
 
Kemudian pada tahun 1970-an ketika terjadi perpindahan surplus finansial 
luar biasa ke beberapa negara Arab dikarenakan oleh dinaikkan harga minyak yang 
jumlahnya berkali-kali lipat, membuat penerimaan penghasilan negara-negara Arab 
                                                             
15 Budi Winarno, 2014, Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer, Yogyakarta, Center of Academic 
Publishing Service, hal. 66. 
16 Ibid, hal. 67. 
tersebut melebihi kebutuhan biaya pembangunan mereka. Cadangan finansial ini 
kemudian diserap oleh pasar modal internasional sehingga muncul fenomena pasar 
uang petro dollar. Petro dollar inilah yang kemudian membiayai banyak investasi di 
negara-negara industri baru seperti Korea Selatan, Singapura, Brazil dan lain 
sebagainya.
17
 
Persoalan yang dihadapi oleh negara saat ini adalah peran pembangunan 
tersebut telah sedemikian dikurangi. Berkurangnya peran negara dalam pembangunan 
ini didasari oleh dua alasan besar, pertama adalah kemunculan kembali kelompok 
Inggris dan Amerika Serikat dengan paradigma neoliberal yang berdampak pada 
dominasi kebijakan dalam sistem ekonomi internasional. Kedua, menguatnya arus 
globalisasi ekonomi yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi. 
Dengan menguatnya ideologi pasar neoliberal, hal itu perlahan-lahan mulai 
mengikis peran dari negara dalam hal perekonomian dan begitu pula dalam aspek 
pembangunan. Hal ideal menurut mereka adalah konsep pembangunan yang 
seyogyanya untuk diterapkan di negara-negara berkembang adalah konsep 
pembangunan ala barat atau yang biasa kita kenal dengan modernisasi.
18
 Hal ini 
menandakan bahwa konsep pembangunan yang dahulunya menjadi tanggung jawab 
negara, sekarang telah bergeser pada sekuat apa negara tersebut dapat memelihara 
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18 Robert Jackson dan George Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional,  terj. Dadan 
Suryadipura, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 257. 
perekonomiannya sehingga dapat menarik investor agar mereka dapat 
mengintensifkan pembangunannya. Dengan kata lain, pembangunan sudah terlepas 
dari tanggung jawab negara dan semua tergantung pada sebaik apa negara itu bisa 
mencari investor atau bantuan dari luar negeri. 
Dalam konteks pemberian bantuan maupun investasi, pemerintah seakan-akan 
diharuskan untuk memberi layanan kepada komunitas investasi seperti bank-bank 
transnasional yang nantinya dapat menggeser para pesaing domestik. Hal itu 
kemudian membuat negara dengan status ekonomi sebagai negara berkembang sulit 
untuk melaksanakan rencana ekonomi nasional yang memungkinkan negara itu 
sendiri untuk semakin berkembang.
19
 
Namun, meskipun peran dari negara dianggap tidak terlalu besar dengan 
hadirnya berbagai instansi internasional yang terus berusaha menggerus peran negara 
dalam pembangunan itu sendiri. Negara tetap harus dianggap sebagai sebuah aktor 
rasional yang dimana, negara Tersebutlah yang lebih tau platform pembangunan 
seperti apa yang diinginkan oleh negara itu sendiri dalam hal pembangunannya. Hal 
itu terbukti dengan besarnya peran negara dalam hal pembuatan kebijakan yang akan 
berlaku di dalam negara tersebut. Dengan power of policy making yang dimiliki oleh 
negara, negara tentu saja bisa memilah dan memilih mana yang mau diterima dan 
mana yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. 
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Dalam aspek pembangunan yang sumber pembangunannya berasal dari luar 
negeri, dua hal yang berperan penting adalah investasi asing dan bantuan asing. 
Dalam pembahasan nantinya, penulis hanya akan membahas mengenai investasi 
asing, yang mana investasi asing itu sendiri hak untuk pembukaan sektornya berada 
pada negara penerima. Adanya investasi asing ini terkadang secara tidak langsung 
memaksa negara untuk kembali menakar kedaulatannya dalam hal pengelolaan 
sumber daya maupun pengadaan proyek infrastruktur, oleh karena itu dibutuhkan 
regulasi yang menjadi panduan dalam hal investasi tersebut. 
Peranan atau fungsi dari investasi asing dalam sebuah negara adalah, 
peningkatan pendapatan negara dari hasil pungutan pajak, pembukaan lapangan kerja 
baru, transfer teknologi dan peningkatan nilai dari sumber daya lokal dengan 
pemanfaatan sumber daya tersebut.
20
 Dari peranan di atas dapat dilihat bahwa negara 
memang membutuhkan investasi asing. Akan tetapi dalam proses untuk 
mengeluarkan kebijakan mengenai sektor-sektor mana saja yang dapat dimasuki oleh 
investasi asing tergantung kepada kebutuhan dari negara itu sendiri. negara dapat 
melakukan lelang proyek seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam proyek 
pengadaan kereta cepat dan negara dapat pula membuat sebuah kebijakan untuk 
membuka sektor-sektor tertentu kepada investor asing, yang jika dicontohkan dari 
Indonesia adalah perubahan atau revisi daftar negatif investasi. 
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http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/25037/b59cb64028dbd8e485f8fc18ed6182ec, pada 
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Pada sisi lainnya, ada tiga pertimbangan besar bagi negara investor untuk 
menanamkan investasinya di suatu negara. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor 
ekonomi, kerangka kebijakan mengenai penanaman modal asing dan fasilitas bisnis 
(sarana dan prasarana).
21
 Faktor ekonomi terdiri atas ketersediaan sumber daya yang 
memadai, baik dalam hal sumber daya manusia yang capable maupun sumber daya 
alam yang murah (bahan mentah). Kemudian ketersediaan infrastruktur yang 
memadai turut menjadi bagian dalam pertimbangan investor. Dalam hal kerangka 
kebijakan, investor sangat memperhatikan kemudahan akses dalam pengurusan 
perizinan, perlakuan terhadap perusahaan asing, kebijakan mengenai pajak, serta 
yang paling penting adalah stabilitas sosial dan politik di dalam negara tujuan 
investasi. Kemudian terakhir mengenai fasilitas bisnis adalah berbicara tentang 
kesepakatan dari kedua negara baik negara pemberi maupun penerima tentang 
fasilitas apa saja yang dapat dijaminkan kepada negara pemberi dan begitu pula 
sebaliknya.
22
 
Dalam konteks hubungan internasional, ada dua konsep besar dalam 
hubungan tersebut, keduanya itu adalah kerjasama dan konflik. Kerjasama lebih 
bersifat konstruktif sementara konflik lebih bersifat destruktif. Dalam hubungannya 
dengan negara lain, terdapat dua konsep hubungan yaitu yang bersifat bilateral dan 
multilateral dimana, hubungan bilateral dilaksanakan oleh dua aktor negara sementara 
hubungan multilateral melibatkan tiga negara atau lebih. Lebih lanjut mengenai 
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Member Countries”, Journal of Economic Cooperation,  21, 3 27-55/2000. 
22 Ibid, hal. 35 
hubungan bilateral, hal itu dapat difenisikan sebagai keadaan yang menggambarkan 
adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik 
antara dua pihak atau dua negara.
23
 Hubungan dua negara inilah yang kemudian bisa 
dipengaruhi atau mempengaruhi kebijakan tertentu. Oleh karena itu, sering ada 
kesepakatan yang terjadi di antara dua negara untuk kemudian kesepakatan tersebut 
dapat dijadikan dasar dari dilaksanakannya sebuah kerjasama. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
deskriptif-analitik. yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran 
keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian 
tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat 
analitik. Tipe penelitian deskriptif-analitik dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran mengenai fenomena yang terjadi, yang relevan dengan masalah 
yang diteliti. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan 
seperti apa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik 
Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Metode ini akan 
memudahkan penulis untuk melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang telah 
dibuat serta kemana arah atau tujuan dari kebijakan yang telah dikeluarkan 
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tersebut. Kemudian metode analitik digunakan untuk menganalisa tentang 
kebijakan tersebut mulai dari alasan perlunya dibuat kebijakan itu dan seperti 
apa nanti signifikansinya terhadap iklim investasi di dalam negeri. Kemudian, 
melihat seperti apa tanggapan atau respon dari negara lain atau aktor investasi 
lainnya mengenai kebijakan ini. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode library research 
yang dimana, pengkajian dilakukan melalui pengumpulan data dari beberapa 
literatur seperti buku, jurnal, dokumen, laporan lembaga-lembaga 
internasional terkait serta situs-situs internet resmi yang dimiliki oleh lembaga 
tersebut. Bahan-bahan tersebut akan diperoleh dari: 
i. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. 
ii. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
iii. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. 
iv. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 
v. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. 
vi. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
 
3. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa literatur yang 
berhubungan dengan objek penelitian ini. data tersebut nantinya akan 
diperoleh dari sumber seperti buku, jurnal, surat kabar, portal berita, serta 
situs-situs resmi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis 
data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam 
menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, 
kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga 
menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif 
memperkuat analisis kualitatif. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, 
yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, 
kemudian menarik kesimpulan secara khusus. 
  
BAB III 
KEBIJAKAN INVESTASI ASING JOKO WIDODO DAN PERKEMBANGAN 
INVESTASI TIONGKOK DI INDONESIA 
 
A. Kebijakan Investasi Asing Joko Widodo 
Dalam menghadapi dinamika perekonomian yang ada, pemerintah di setiap 
negara di dunia ini dituntut untuk lebih cermat dalam hal membuat kebijakan maupun 
menetapkan prioritas pembangunan ekonomi untuk meminimalisir resiko yang akan 
dihadapi nantinya. Pemerintahan Joko Widodo yang sudah berjalan selama setahun 
lebih mencermati bahwa sektor investasi lah yang harus mendapat perhatian lebih 
karena melihat pada kondisi dari peringkat investasi Indonesia yang berada di posisi 
ke-109 dari 189 negara yang disurvei oleh Bank Dunia. Posisi ini tertinggal 
dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia 
posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan 
Filipina posisi 103. Hal itu lantas membuat pemerintah menetapkan target untuk 
berada pada peringkat 40 dalam peringkat Ease of Doing Business (EODB) 
tersebut.
24
 
Secara umum, pemerintah dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memastikan 
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bahwa kemudahan untuk mengadakan usaha maupun untuk menanamkan modal di 
Indonesia menjadi lebih mudah dan untuk mendongkrak peringkat EODB Indonesia. 
Berkaitan dengan upaya memperbaiki peringkat EODB ini, pemerintah telah 
menerbitkan 16 peraturan, yaitu: 
1. PP No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Minimum bagi Pendirian 
PT 
2. Permenkumham No. 11/2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator 
dan Pengurus 
3. Permen PUPR No 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
4. Permen ATR/BPN no. 8/2016 tentang Peralihan HGB Tertentu di Wilayah 
Tertentu 
5. Permendag No. 14/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan No. 77/M-Dag/Per/12/2013 
6. Permen ESDM No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri ESDM No 33/2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya 
yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN 
7. Permendag No. 16/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan atas Permendag 
No. 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang 
8. Permendagri No 22/2016 tentang Pencabutan Izin Gangguan 
9. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat 
Pemberitahuan Elektronik secara Online 
10. SE Menteri PUPR No 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan IMB dan SLF 
untuk Bangunan Gedung UMKM Seluas 1300m2vdengan menggunakan 
desai prototipe 
11. SE Direksi PT PLN No. 0001.E/Dir/2016 tentang Prosedur Percepatan 
Penyambungan Baru dan Perubahan Daya bagi Pelanggan Tegangan 
Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA 
12. Perka BPJS No. 1/2016 untuk Pembayaran Online 
13. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.42/2016 tentang Percepatan 
Pencapaian Kemudahan Berusaha 
14. SE Mahkamah Agung No2/2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan 
Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Utang di Pengadilan 
15. Keputusan Direksi PDAM DKI Jakarta Tentang Proses Pelayanan 
Sambungan Air 
16. Keputusan Direksi PDAM Kota Surabaya tentang Proses Pelayanan 
Sambungan Air
25
 
Dari keseluruhan kebijakan diatas, pemerintah sepertinya berfokus kepada 
kemudahan dalam hal pengurusan perizinan serta perbaikan pelayanan dalam hal 
sarana dan pra-sarana yang akan menunjang pelaksanaan investasi nantinya. Adanya 
target yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk meningkatkan peringkat Indonesia 
tersebut telah membuat banyak perubahan dalam struktur kebijakan, instruksi untuk 
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merevisi berbagai kebijakan yang cenderung mempersulit investasi untuk masuk 
merupakan instruksi langsung yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan baru 
16 kebijakan di atas yang sampai saat ini sudah terealisasi. Artinya dalam beberapa 
waktu kedepan masih akan banyak lagi kebijakan baru yang akan dikeluarkan. 
Kebijakan-kebijakan yang telah dijabarkan di atas, hanya spesifik pada 
bagaimana pemerintah berusaha untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia. 
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa kebijakan yang sangat menentukan 
daya tarik investor untuk datang dan melakukan investasi di Indonesia. Ada beberapa 
kebijakan yang juga turut berpengaruh terhadap ketertarikan investor. Pertama adalah 
sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengurusan izin investasi yang lebih 
mudah melalui paket kebijakan ekonomi jilid II, revisi daftar negatif investasi melalui 
paket kebijakan ekonomi jilid X, serta terakhir adalah pembangunan infrastruktur 
pulau Jawa oleh asing. 
1. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
Sistem pelayanan terpadu satu pintu ini merupakan sebuah layanan 
terpadu dalam hal pengurusan izin investasi di dalam semua bidang. Sistem 
ini sebenarnya sudah diatur sejak September 2014 melalui Perpres No. 97 
tahun 2014. Apabila kita merujuk kepada Perpres No. 97 tahun 2014 tersebut, 
maka PTSP ini dapat di definisikan sebagai pelayanan secara terintegrasi 
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan 
tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
26
  
PTSP di bidang penanaman modal (investasi), merupakan sistem 
penyederhanaan izin penanaman modal yang dibagi dalam tiga paket yaitu, 
proses perizinan selama 10 hari, 25 hari, dan 32 hari.  Melalui PTSP ini, 
investor akan lebih dipermudah saat mengurus perizinan usaha. Sebab PTSP 
mengintegrasikan titik penerimaan permohonan 19 perizinan dan non 
perizinan pada satu tempat. Dengan begitu, selain dapat memperoleh 
informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya para investor juga dapat 
mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan dan non perizinan 
hanya dalam satu langkah.
27
 
Dengan melihat definisi di atas, maka dapat dilihat seperti apa sistem 
PTSP ini ditargetkan untuk berjalan dan dapat meningkatkan ketertarikan 
terhadap investor untuk datang berinvestasi ke Indonesia. Seperti yang kita 
ketahui bersama bahwa dalam pengurusan izin untuk mendirikan usaha atau 
berinvestasi, maka kita harus pergi ke beberapa instansi terkait untuk 
mengurus izin. Akan tetapi dengan berlakunya PTSP ini, maka kita hanya 
perlu mengurus izin di satu instansi saja contohnya di Badan Koordinasi 
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27 Ririn Aprilia, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dorong Investasi, 
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tanggal 8 Mei 2016 
Penanaman Modal (BKPM) yang kemudian izin dari instansi tersebut sudah 
merupakan izin resmi yang mewakili instansi yang terkait tadi. 
2. Izin Investasi 3 Jam 
Kebijakan pengurusan izin investasi dalam waktu tiga jam ini adalah 
sebuah kebijakan yang dikeluarkan untuk mempersingkat perizinan investasi 
atau penanaman modal dalam hal waktu pengurusannya. Hal itu berkaitan 
dengan upaya dari pemerintahan Joko Widodo untuk menarik investor asing 
dengan memberikan kemudahan tersebut.  
Dalam pemberian percepatan pelayanan, pemerintah pusat 
berkomitmen untuk menerbitkan izin prinsipnya dari 3 (tiga) hari kerja 
menjadi 3 (tiga) jam setelah berkas lengkap dan benar. Izin prinsip inilah yang 
kemudian disebut izin investasi. Secara definisi, izin investasi adalah izin 
prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu. 
28
 
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila 
memenuhi syarat diantaranya adalah memiliki rencana nilai investasi paling 
sedikit Rp. 100 Miliar dan/atau menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) paling 
sedikit 1.000 orang. Syarat tersebut dapat dipenuhi salah satu atau kedua-
duanya. 
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Kebijakan ini juga didukung oleh Kementerian terkait bersama para 
Notaris yang ditempatkan di PTSP Pusat untuk penerbitan administrasi 
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29 Ibid. 
lainnya secara paralel. Penerbitan administrasi lainnya adalah berupa 
penerbitan akte pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dapat 
memanfaatkan informasi ketersediaan lahan. Hal ini tetunya dapat berjalan 
dengan adanya komitmen bersama antar pemangku kewenangan dan pejabat 
notaris setempat.
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Permohonan Izin Investasi tersebut harus disampaikan langsung ke 
PTSP Pusat di BKPM Jakarta oleh seluruh calon pemegang saham atau 
apabila tidak dapat hadir seluruhnya dapat diwakili oleh salah satu pemegang 
saham dan bagi calon pemegang saham yang tidak hadir membuat surat kuasa 
asli. Kehadiran para pemegang saham tersebut disyaratkan untuk dapat 
memberikan penjelasan rinci terkait rencana investasinya sehingga rencana 
investasi yang diinginkan oleh para calon pemegang saham secara jelas dan 
tepat dapat langsung dituangkan dalam Izin Prinsip yang akan diterbitkan 
dalam waktu 3 (tiga) jam tersebut. Namun demikian, apabila persayaratan 
administrasi dan informasi dari calon investor tersebut dianggap tidak 
memenuhi ketentuan maka PTSP Pusat dapat melakukan penolakan secara 
langsung juga dalam waktu 3 (tiga) jam tersebut. Sehingga calon investor 
dapat langsung mendapatkan respon mengenai diterima atau ditolaknya 
permohonan investasinya.
31
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Dalam proses pelayanan tersebut calon investor tersebut dapat 
memanfaatkan informasi ketersediaan lahan secara nasional di daerah yang 
diinginkan untuk melakukan kegiatan usahanya secara langsung untuk 
memberikan kepastian dalam memulai pembangunan di laokasi proyek. 
Disamping itu, pelayanan laninya yang secara bersamaan yaitu penerbitan 
akte pendirian dan pengesahannya dapat langsung ditindaklanjuti oleh Notaris 
yang telah diseleksi oleh PTSP Pusat. Dengan telah terbitnya pengesahan akte 
pendirian, maka perusahaan juga dapat langsung diberikan NPWP oleh 
pejabat perwakilan Ditjen. Pajak yang ditempatkan di PTSP Pusat.
32
 
Bagi perusahaan yang telah mendapatkan Izin Ivestasi dengan lokasi 
proyek di kawasan industri tertentu, dapat langsung memulai pembangunan 
usahanya tanpa harus menunggu terlebih dahulu proses penyelesaian 
kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan di lokasi 
proyek. Sehingga diharapkan pelaksanaan kontruksi/pembangunan proyek 
dapat lebih cepat direalisasikan dan perusahaan dapat memulai kegiatan usaha 
komersialnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena pelaksanaan 
pengurusan IMB dan Izin Lingkungan tersebut dapat diurus permohonannya 
bersamaan dengan proses konstruksi atau pembangunan kegiatan usahanya. 
Berbeda dengan yang di luar kawasan industri, Izin Lingkungan dan IMB 
harus sudah diproses dan dimiliki sebelum memulai pembangunan proyeknya. 
Namun demikian, perusahaan yang dapat melakukan kontruksi/pembangunan 
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secara langsung di kawasan industri tertentu ini, harus mengacu kepada lokasi 
kawasan industri yang telah ditetapakan oleh Kepala BKPM.
33
 
Dalam merealisasikan rencana investasi sebagaimana tertuang dalam 
Izin Investasi ini, perusahaan masih membutuhkan perizinan pelaksana 
lainnya baik di PTSP Pusat maupun dari pemerintah daerah di lokasi proyek 
sebelum memulai usahanya secara komersial. Disamping itu, pemerintah 
masih perlu melakukan simplifikasi proses pelayanan perizinan dan 
nonperizinan, sehingga jangka waktu peyelesaian proyek yang diberikan 
kepada para investor untuk merealisasikan investasinya dapat terpenuhi.
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3. Kebijakan Revisi Daftar Negatif Investasi 
Kebijakan revisi daftar negatif investasi ini seperti yang sudah 
diutarakan di atas, merupakan kebijakan yang tertuang dalam paket kebijakan 
ekonomi pemerintah jilid X (sepuluh). Dalam kebijakan tersebut tertuang 
tentang sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya tidak dapat dikuasai atau 
dimasuki oleh perusahaan asing, sekarang diperbolehkan. 
Kebijakan merevisi daftar negatif investasi ini dikeluarkan dengan 
tujuan untuk membuka keran investasi yang lebih luas dan memotong mata 
rantai oligarkhi dan kartel yang selama ini dikuasai oleh kelompok-kelompok 
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 Ibid. 
34 Ibid. 
tertentu.
35
 Seperti yang kita ketahui bersama ada beberapa bidang usaha yang 
selama ini dikuasai oleh sekelompok orang sehingga perputaran ekonomi 
dalam bidang tersebut hanya terjadi di kantong dari kelompok orang tersebut. 
Dalam kebijakan ini, terdapat beberapa bidang yang dibuka aksesnya 
terhadap investasi asing, bidang-bidang tersebut adalah: 
- Industri crumb rubber 
- Industri cold storage 
- Industri pariwisata (restoran, bar, kafe, usaha rekreasi, seni, dan 
hiburan)  
- Pendirian gelanggang olah raga  
- Industri perfilman 
- Penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce) 
yang bernilai Rp.100 milyar ke atas 
- Pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi 
- Perusahaan jalan tol 
- Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya 
- Industri bahan baku obat.36 
                                                             
35 Andylala Waluyo, Paket Kebijakan Jilid 10 Fokus Revisi Daftar Negatif Investasi, diakses melalui  
http://www.voaindonesia.com/content/paket-kebijakan-jilid-10-fokus-revisi-daftar-negatif-
investasi/3187249.html,  pada tanggal 8 Mei 2016 
36 Aditya Budiman, Daftar Negatif Investasi Direvisi, Apa Saja Perubahannya? Diakses melalui 
https://m.tempo.co/read/news/2016/02/12/090744282/daftar-negatif-investasi-direvisi-apa-saja-
perubahannya, diakses pada tanggal 8 Mei 2016 
Dengan dibukanya sektor-sektor di atas terhadap pengelolaan maupun 
penanaman modal asing, bisa dilihat bahwa kedepannya nanti sektor-sektor 
tersebut tidak hanya dikuasai oleh pihak dalam negeri namun juga melibatkan 
pihak asing yang nantinya akan terjadi alih teknologi yang berdampak kepada 
semakin berkualitasnya sektor-sektor tadi baik dari segi pembangunan 
maupun pemeliharaan. Dari sisi penyediaan tenaga kerja, seperti dampak dari 
pelaksanaan investasi pada umumnya maka dengan semakin banyak sektor 
yang dibuka maka, investasi juga akan semakin meningkat sehingga jumlah 
penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. 
4. Pembangunan Infrastruktur Pulau Jawa oleh Asing 
Pulau Jawa dapat dikatakan sebagai pulau yang menjadi pusat 
perekonomian dan segala kegiatan perekonomian Indonesia sebagian besar 
terpusat di sana. Oleh karena itu, tidak heran pembangunan dalam segi 
infrastruktur cenderung terpusat di sana pula. Akan tetapi, dalam 
pemerintahan yang di pimpin oleh Joko Widodo sejak tahun 2014, telah 
mencanangkan untuk mengalokasikan APBN ke pembangunan infrastruktur 
di luar pulau Jawa.
37
 Hal itu bertujuan untuk meningkatkan indeks 
pembangunan infrastruktur di luar pulau jawa sehingga terjadi pemerataan 
pembangunan. 
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Sementara itu, dalam hal pembangunan di pulau Jawa diserahkan 
kepada investor asing. Hal itu berdasar kepada pembangunan infrastruktur di 
pulau Jawa sudah cukup baik, meskipun membutuhkan tambahan, 
tambahannya itu pasti yang berbasis pada teknologi yang lebih maju. Salah 
satu contoh dari pelaksanaan ini adalah pembangunan jalur kereta cepat 
Jakarta-Bandung yang dilaksanakan dengan dasar untuk mempercepat 
mobilisasi masyarakat di antara kedua daerah tersebut. 
Dalam proyek pengadaan jalur dan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, 
pada awalnya pemerintah sempat mengumumkan untuk tidak jadi 
melaksanakan proyek ini karena mempertimbangkan untuk tidak melibatkan 
APBN dalam penjaminan proyek ini, sementara dua negara yang bersedia 
untuk berinvestasi yakni Tiongkok dan Jepang memerlukan jaminan dari 
pemerintah. Akan tetapi tiba-tiba pemerintah mengumumkan memilih 
Tiongkok untuk melaksanakan proyek tersebut karena, Tiongkok menyetujui 
untuk tidak meminta jaminan dari pemerintah melainkan menggunakan skema 
B to B atau Business to Business yang dimana, konsorsium perusahaan 
Tiongkok berkolaborasi dengan kelompok BUMN Indonesia dalam 
menjalankan proyek ini. 
 
B. Perkembangan Investasi Tiongkok di Indonesia 
Hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok dapat dikatakan 
sering mengalami fluktuasi diakibatkan oleh adanya perbedaan dalam aspek sosial 
maupun politik dari kedua negara di masa lampau. Namun, seiring berjalannya 
waktu, Tiongkok sudah mulai membuka diri untuk kembali berbaur dengan 
masyarakat internasional terutama dalam hal ekonomi. Dalam hubungan ekonomi, 
kedua negara ini dahulunya tidak berhubungan langsung, hal itu dibuktikan oleh 
sejarah hubungan dagang Indonesia dengan Tiongkok dahulu yang masih melewati 
negara perantara yaitu Singapura dan Hongkong.
38
 
Pembukaan diri Tiongkok dalam segi ekonomi itu ternyata membuahkan hasil 
yang sangat baik. Terbukti dalam satu dekade terakhir, Tiongkok mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan berada di atas rata-rata dari 
pertumbuhan ekonomi negara-negara lainnya. Hal itu tidak lepas dari strategi pasar 
yang diterapkan oleh Tiongkok dalam aspek perdagangan internasional yang dimana, 
mengikuti pola yang diterapkan oleh sistem ekonomi kapitals di daerah bagian 
pesisir/luar dan sistem ekonomi sosialis di daerah bagian darat/dalam. Sistem hybrid 
itu terbukti membuat ekonomi Tiongkok berkembang dengan pesat dikarenakan oleh 
sistem terbuka yang diterapkan di pesisir diterapkan dengan betul-betul terbuka. 
Dengan menerapkan sistem mengimpor bahan baku mentah dan mengekspor hasil 
industri manufaktur terbukti membuat perekonomian Tiongkok bisa semaju seperti 
sekarang ini. 
Seiring dengan kemajuan ekonomi Tiongkok ini, Tiongkok tidak lupa untuk 
membuka keran kerjasama dengan beberapa kawasan lainnya, hal itu bertujuan untuk 
                                                             
38Ragimun, Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA, diakses melalui 
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20investasi%20China%20ke%20Indonesia%2
0sebelum%20dan%20sesudah%20ACFTA.pdf, pada tanggal 8 Mei 2016 
memperlebar kapasitas pasar Tiongkok di beberapa kawasan. Adapun beberapa 
kawasan tersebut adalah Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara. Khusus dalam 
konteks Asia Tenggara, ada yang dinamakan ASEAN-China Free Trade Area 
(ACFTA) atau area perdagangan bebas Tiongkok dan ASEAN.
39
 Sebagai salah satu 
negara anggota ASEAN, Indonesia tentu saja mendapat imbas dari kerjasama ini 
yang dimana, hubungan dagang antara Indonesia dengan Tiongkok menjadi semakin 
intens yang artinya hubungan ekonomi di antara kedua negara pun semakin 
berkembang. 
Dengan adanya hubungan ekonomi yang semakin intens antara Indonesia 
dengan Tiongkok, tentu saja hal itu dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk 
mendapatkan sumber investasi baru dalam hal perkembangan pembangunan di 
Indonesia. Sejak Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, 
banyak negara terutama negara-negara di kawasan Afrika sudah merasakan suntikan 
modal dari Tiongkok untuk membantu mereka dalam hal pembangunan. Hal itu pula 
yang coba dilakukan oleh Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dengan melihat 
bahwa dengan potensi ekonomi yang sangat besar, Tiongkok dapat menjadi negara 
investor yang cukup menguntungkan bagi Indonesia. 
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Tabel 3.1 Nilai PMA Masuk ke Negara-Negara Asia Tenggara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan mengacu pada data diatas, angka investasi Indonesia di tahun 2015 
adalah yang tertinggi apabila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. 
Menjadi negara tujuan utama investasi di tahun 2015 telah membuat negara-negara 
lain (termasuk Tiongkok) berlomba untuk menanamkan modalnya di Indonesia, 
dikarenakan selain dengan banyaknya kebijakan yang sangat mendukung dari pihak 
pemerintah, potensi pasar Indonesia dengan total populasi yang hampir sepertiga dari 
total seluruh populasi negara-negara ASEAN tentunya merupakan hal yang sangat 
menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya dikarenakan oleh potensi 
keuntungan dari pasar Indonesia yang sangat besar. 
  
Sumber : ksp.go.id 
Diagram 3.1 Nilai Investasi Asing Indonesia Tahun 2013-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data diatas menunjukkan pergerakan angka penanaman modal atau investasi 
Indonesia yang dimana menunjukkan trend yang positif, peningkatan yang relatif 
tinggi ditunjukkan apabila mengacu pada perbedaan antara pertengahan tahun 2013 
yang merupakan angka terendah dibandingkan dengan awal tahun 2016 yang 
merupakan angka tertinggi. Hal itu tidak menjadi heran apabila kita melihat bahwa 
begitu banyaknya kebijakan terkait investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mulai 
dari aspek perizinan sampai dengan aspek pelaksanaannya. Di sisi lain, sarana dan 
prasarana yang menunjang proses berjalannya kegiatan pembangunan juga sudah 
diperhatikan dengan baik oleh pemerintah dan data di ataslah yang menjadi gambaran 
tentang berjalannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. 
  
Sumber : tradingeconomics.com 
Tabel 3.2 Arus Investasi Keluar Tiongkok Tahun 2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data di atas menunjukkan bahwa posisi Indonesia ketika di akhir tahun 2013 
dan tahun 2014 berada pada posisi ke-empat dalam hal peringkat negara yang 
menjadi tujuan investasi Tiongkok dengan peningkatan sebesar 0.8% dari tahun 2013 
ke tahun 2014 membuktikan bahwa komitmen Tiongkok untuk melaksanakan 
investasi di Indonesia relatif besar jika dihitung dalam segi angka. 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, melaporkan 
bahwa investor Tiongkok mendominasi rencana investasi asing di Indonesia 
sepanjang 2015, yakni sebesar Rp. 277,59 triliun atau 22,96 persen dari total izin 
prinsip penanaman modal asing Rp. 1.208,8 triliun. Angka tersebut meningkat 67 
persen dibandingkan nilai investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun 2014. Dengan 
Sumber : beltandroad.hktdc.com 
demikian, Tiongkok menjadi negara asing dengan investasi terbesar di Indonesia pada 
tahun 2015.
40
 Hal itu sudah menggambarkan secara jelas bahwa perkembangan 
investasi Tiongkok di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika 
dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. 
Diagram 3.2 Perbandingan Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia Tahun 2011-
2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dari data di atas, dapat terlihat bahwa dimulai pada tahun 2014, Tiongkok 
sudah menjadi negara yang menguasai investasi asing di Indonesia, hal itu 
ditunjukkan oleh tingginya angka investasi Tiongkok yang melampaui beberapa 
negara lainnya yang sebelumnya menjadi langganan besar untuk berinvestasi di 
Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemberian treatment khusus kepada investor 
asal Tiongkok dan ditambah dengan pembukaan berbagai sektor untuk berinvestasi 
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tanggal 8 Mei 2016 
Sumber : www.futuredirections.org.au dan BKPM 
telah membuat investor asal Tiongkok tertarik dan pada akhirnya memutuskan untuk 
berinvestasi di Indonesia. 
Pada akhirnya, hubungan ekonomi di antara dua negara dapat berjalan dengan 
maksimal apabila kedua negara yang sama-sama terikat pada kerjasama baik 
kerjasama multilateral maupun bilateral bisa sama-sama menjaga komitmen masing. 
Indonesia memperlihatkan komitmennya kepada para investor asing melalui 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan hal itu dibaca dengan baik 
oleh Tiongkok sebagai langkah untuk masuk dan melakukan investasi ke Indonesia. 
Sementara itu, komitmen Tiongkok yang saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu 
negara dengan angka pertumbuhan investasi di Indonesia yang sangat signifikan 
membuktikan komitmennya tersebut dengan mengambil kesempatan untuk 
berinvestasi di sektor-sektor yang telah disediakan. Terbukti berdasarkan data dan 
laporan Kepala BKPM di atas bahwa Tiongkok adalah negara asing dengan nilai 
investasi terbesar pada tahun 2015.  
  
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan 
investasi asing yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap hubungan Indonesia 
dengan Tiongkok, penulis akhirnya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Indonesia masih memiliki 
beberapa kekurangan dalam hal pelaksanaan pembangunan dan 
selanjutnya menganggap bahwa bidang investasi sangat penting dalam hal 
menjamin kondisi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu 
Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan maupun strategi untuk 
menarik minat investor asing agar mau menanamkan modalnya di 
Indonesia. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah perbaikan iklim 
investasi Indonesia, kemudian pendekatan pemasaran secara menyeluruh 
(end to end) dan yang terakhir adalah pemberian insentif investasi (tax 
allowance). 
2. Dalam kaitannya dengan investasi Tiongkok ke Indonesia, tercatat ada dua 
kebijakan dan satu perilaku yang mengindikasikan bahwa Indonesia 
mengkhususkan investasi Tiongkok. Hal tersebut adalah diberikannya 
proyek kereta cepat kepada Tiongkok dibanding Jepang yang jelas-jelas 
sudah bertahun-tahun menjadi partner kerjasama Indonesia dalam hal 
pembangunan infrastruktur. Kemudian, pembukaan desk khusus untuk 
melayani investor Tiongkok di Badan Koordinasi Penanaman Modal 
menandakan bahwa Tiongkok saat ini sudah menjadi salah satu negara 
yang diprioritaskan untuk datang dan menanamkan modalnya ke 
Indonesia. Terakhir adalah hasil kunjungan Presiden yang membawa nota 
kesepahaman investasi sebesar USD 74 Miliar semakin membuktikan 
keseriusan Tiongkok untuk menjadi investor besar bagi Indonesia. 
3. Dengan adanya kebijakan yang mengkhususkan Tiongkok tersebut, maka 
pastinya hubungan bilateral diantara kedua negara dapat terbangun dengan 
semakin baik, karena pada dasarnya hubungan tersebut dibangun dengan 
dasar kepentingan bersama. Adapun kebijakan yang mengkhususkan 
Tiongkok tersebut karena memang Indonesia butuh akan sumber modal 
dari Tiongkok dan di sisi lain Tiongkok butuh untuk semakin 
memperbesar kapasitas perekonomiannya dengan berinvestasi ke luar 
negaranya. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan melalui skripsi ini adalah : 
1. Indonesia sebaiknya tidak bisa terlalu berpihak kepada kepentingan 
investor, karena kepentingan masyarakatlah yang seharusnya menjadi 
prioritas pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Meskipun Tiongkok 
bersedia untuk berinvestasi besar-besaran namun hanya di dominasi oleh 
pekerjanya sendiri, hal itu berarti seperti mereka hanya menyewa tempat 
saja dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya. 
2. Hubungan baik di antara kedua negara sejatinya memang harus terus 
dipelihara dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari konflik. 
Kalaupun ada friksi atau pergesekan kepentingan, maka cara diplomasi 
dan negosiasi lah yang harus diutamakan. 
 
 
 
